
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab IV ini peneliti menguraikan data informan yang terdiri dari pakar 

syariah dan pihak LAZ, serta hasil dari penelitian berupa interview dan pembahasan. 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah 

pada penelitian ini. 

A. Analisis Penerapan PSAK 109 terhadap Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Menurut Pakar 

Pakar yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini yaitu Dosen dari 

UMY yang menjabat sebagai Dosen Akuntansi UMY. Menurut beliau selaku 

pakar yang berpendapat dan beragumen mengenai perlunya penerapan PSAK 

109 pada lembaga amil zakat mengatakan: 

“Sangat perlu, pertama kita memastikan pengendalian pola pelaporan 

karena kalau tidak begitu pelaporan akan menjadi tidak karu-karuan dan 

kemudian dia akan kehilangan daya tanggung jawabnya karena akuntansi 

itu diseragamkan agar bisa diperbandingkan, kalau orang bikin laporan 

seenaknya tidak setandar bagaimana, maka perlu bukan perlu tapi wajib 

hukumnya. 

Dari pernyataan tersebut dapat menjelaskan pentingya lembaga zakat untuk 

menerapkan PSAK 109 dengan alasan agar laporan yang disajikan dapat 

terstandardisasi dan terkelola dengan baik. Serta laporan yang disajikan juga 

dapat dipertanggung jawabkan baik kepada masyarakat yang sewaktu waktu 

menanyakan mengenai transparansi dari laporan keuangan yang disajikan oleh 

lembaga zakat tersebut, selain itu dapat dipertanggung jawabkan kepada Allah 



atau dengan kata lain masuk dalam syariah enterprise theory di mana suatu 

institusi tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia atau masyarakat atau 

stakeholder (habluminannas) akan tetapi, institusi tersebut dapat 

mempertanggungjawabkan kepada Allah (Habluminallah). 

Namun faktanya banyak lembaga zakat yang belum memenuhi standar 

tersebut yaitu pengimplementasian terhadap PSAK 109. Pakar syariah 

mengatakan: 

“Dari berbagai penelitian, saya berpandangan masih jauh banyak 

penyimpangan, bahkan di beberapa tempat ada yang baru mengenal, ada 

yang baru tau sedikit apalagi implementasi. Jadi saya belum melihat 

bahwa PSAK ini belum secara merata diimplementasikan”. 

Alasan yang logis untuk menyimpulkan dari pernyataan pakar di atas adalah 

kurangnya pemahaman yang sangat minim akan pentingnya implementasi PSAK 

109 sehingga banyak dari lembaga zakat yang sampai saat ini belum bisa 

menerapkannya. Kurangnya pemahaman tentunya didasari oleh tingkat edukasi 

yang minim serta tidak adanya dorongan yang diberikan kepada lembaga zakat 

khususnya pihak internal dalam memahami serta menerapkan PSAK 109. 

Karena pada dasarnya PSAK 109 ini merupakan acuan lembaga zakat dalam 

standar akuntansi keuangan untuk menyusun laporan keungan yang baik dan 

relevan walaupun PSAK 109 masih belum sepenuhnya sempurna, namun hal ini 

mengenai pengimplementasian PSAK 109 perlu ditekankan.  

Dari permasalahan tersebut tentunya ada berbagai kendala-kendala yang 

mengakibatkan lembaga zakat pada saat penyusunan laporannya kurang 

terstandardisasi selain kurangnya pemahaman dan edukasi. Pakar mengatakan 

bahwa: 



“Pertama kesadaran akan pentingnya laporan yang sesuai standar itu 

banyak yang belum menyadari, ke dua di sisi lain masyarakat juga banyak 

yang cuek orang lapor tidak lapor tidak peduli sama sekali, jadi ini positif 

negatif. Positifnya mereka sudah percaya sepenuhnya yang penti bayar 

zakat udah, ya mestinya harus ada sifat kritis ya walaupun ada sifat kritis 

tapi kan tidak tercermin secara umum dan kemudian itu mungkin juga 

jawaban mengapa masyarakat sebagian masih belum berzakat mungkin 

itu bentuk protes mereka karena laporan tidak jalan, tapi mereka gak 

ngomong. 

Selain kurangnya pemahaman, edukasi, tentunya kesadaran juga harus 

ditimbulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyusunan laporan 

keuangan, karena tidak dipungkiri bahwa dari pihak internal tidak menyadari 

akan pentingnya laporan yang baik. Kesadaran tersbut tidak hanya ditujukan 

oleh pihak internal saja akan tetepi dapat berlaku kepada pihak eksternal dan 

tentunya masyarakat. Sifat cuek dan acuh masyarakat tergolong muzakki atau 

donatur adalah salah satu alasan yang mengakibatkan kurangnya laporan yang 

terstandardisasi sehingga dari pihak lembaga zakat juga tidak terlalu 

memerhatikan keandalan, kerelevanan, dan keabsahan dari segi pelaporannya.  

Berdasarkan dari Buku “Pedoman Pengewasan Lembaga Pengelola Zakat” 

laporan yang dikatakan baik adalah laporan yang andal, mudah dipahami, 

relavan dan dapat diuji kebenarannya sehingga jika laporan dari lembaga zakat 

sudah mencakup elemen tersebut dan sesuai dengan PSAK 109 maka laporan 

tersebut akan terstandardisasi serta masyarakat selaku pihak eksternal juga dapat 

mengetahui secara spesifik akan laporannya dan kemungkinan besar akan lebih 

percaya kepada lembaga zakat dan tentunya memiliki kesadaran untuk berzakat. 

Namun, fakta mengatakan sebaliknya bahwa sangat sulit untuk memberikan 



edukasi dan pemahaman terhadap pihak internal maupun eksternal karena 

kurangnya kesadaran yang timbul dari dalam diri masing-masing pihak. 

Dari beberapa kasus di atas tentunya pakar memiliki solusi untuk mengatasi 

masalah-masalah yang terjadi pada kasus di atas. Solusi yang diberikan oleh 

pakar agar lembaga zakat dalam pelaporannya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan yaitu: 

“Pertama sosialisasi yang lebih gencar ke LAZ ini dan ke masyarakat. 

Kedua pemaksaan, jadi harus memaksa lembaga itu, jadi gini, selama ini 

kan pada tidak mengumumkan, pertama tidak diumumkan, ke dua tidak di 

audit, jadi tidak tau opininya sehingga kalau dipaksakan mereka untuk 

diauditnantikan ketahuan opininya apakah gak wajar apakah wajar atau 

bagaiamana. Ketiga diumumkan secara terbuka lembaga zakat ini 

qualified, unqualified, ini tidak wajar dsb, karena apa? Ini cara kita 

membangun kepercayaan dari masyarakat. Kalau laporan lembaga zakat 

ini ndak wajar, atau wajar dengan pegecualian kemudian masyarakat 

dapat beropini. Tapi faktanya tidak ada, masyarakat tidak melakukan itu. 

Memang tanggung jawab mereka kepada Allah dan saya sebagai 

pembayar zakat selesai, tapi kan masyarakat jadi rusak. Karena zakat itu 

bukan muamalah melainkan ibadah lho, setara dengan sholat itu, coba 

anda lihat waakimussolata wa atuzzakata berkali kali, nah itu pentingnya. 

Jadi saya rasa begitu harus memaksa. Oleh siapa ya otoritas yaitu Baznas 

harus memberikan contoh yang baik, dari atas ke bawah harus memberi 

contoh dan kemudian masyarakat diberi tahu karena banyak masyarakat 

yang ga tau. 

Solusi yang diberikan oleh pakar di atas sekaligus menjelaskan kepada kita 

semua bahwa dalam melakukan segala hal tentunya memiliki konsekuensinya 

baik itu di dunia maupun di akherat kelak, serta kita dituntut untuk menjadi 

orang yang selalu professional dibidangnya sehingga apa yang kita kerjakan 

dapat bermanfaat bagi orang lain tentunya hal ini berlaku bagi lembaga zakat. 

Walaupun kurangnya edukasi, pemahaman yang diberikan, akan tetapi harus 

selalu professional dalam melakukan tugasnya karena laporan yang disajikan 

merupakan gambaran baik buruknya kinerja lembaga zakat dan hal ini sangat 



berpengaruh terhadap pihak eksternal selaku masyarakat yang membaca laporan 

yang disajikan oleh lembaga zakat. Pengaruh yang diberikan dapat berupa 

statement masyarakat yang ingin berzakat ke lembaga tersebut, atau berzakat ke 

lembaga zakat yang lebih baik dan transparan atau bahkan tidak membayar zakat 

dikarenakan alasan-alasan menganai laporan lembaga zakat yang tidak 

transparan. 

B. Analisis Penerapan PSAK 109 terhadap Lembaga Amil Zakat di Daerah Istimewa 

Yogyakarta Menurut Pihak LAZ 

Pada penelitian yang dilakukan pada pihak LAZ 

TABEL 4.1 

Daftar Informan 

No Nama LAZ Jabatan 

1 ST IZI Kepala 

Cabang 

2 DN IZI Staf Akuntansi 

3 MM Dompet 

Dhuafa 

Finance 

Operator 

4 NS DT Peduli Kepala 

Cabang 

5 MA Lazismu Badan 

Pengawas 

Keterangan:  Nama subjek penelitian di atas sengaja dibuat inisial karena 

pihak terkait tidak berkenan dicantumkan namanya di dalam 

penelitain ini 

 

Hasil penelitan menjelaskan tentang temuan apa saja yang peneliti dapat 

selama masa penelitian. Selain itu menjelaskan secara rinci apa terkait kepatuhan 

laporan keuangan LAZ terhadap PSAK 109. 

 

 

 



 

1. LAZNAS IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) 

Laznas IZI merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dibidang zakat 

atau dapat dikatakan lembaga amil zakat yang berdiri sejak teahun 2016. 

Dalam menjalankan operasionalnya IZI menggunakan sistem manajemen 

keuangan dikarenakan sistem keuangan IZI merupakan sistem keuangan yang 

terpusat.  

 Informan Kepala Cabang IZ1 mengatakan: 

  “Dalam proses pengoprasiannya IZI menggunakan sistem manajemen 

Keuangan, jadi setiap hari IZI menginput semua transaksi kepada 

pusat. Tentunya sesuai dengan peraturan PSAK 109.  

Untuk laporan keuangannya Sangat mematuhi, sebagai contoh 

penggunaan dana Amil dibatasi, kemudian penyalurannya kepada 8 

asnaf. Dari delapan asnaf itu kita meilihat yang kita beri itu siapa 

dan status asnafnya itu apa dan semua kami laporkan di pusat” 

Berdasarkan pernyataan informan di atas IZI menjalankan kegiatan 

opersioanalnya dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 109 sebab dalam 

PSAK 109 dijelaskan bahwa mengenai pengelolaan dana amil tidak semua 

dana yang dihimpun merupakan bagian dana amil dan hal itu pun terbatas 

dalam arti penggunaannya. Namun apakah Laporan keuangan IZI juga sesuai 

dengan laporan keuangan yang ada pada PSAK 109? 

Laoran keuangan merupakan gambaran umum baik buruknya suatu 

entitas dilihat pada catatan iformasi keuangan pada entitas tersebut. 

pencatatan atau pelaporan laporan keuangan harus memiliki standar yang 

telah ditetapkan. Menurut informan pihak akuntan IZI mengatakan bahwa: 

“Untuk tingkat kepatuhannya sendiri IZI itu termasuk yang ketat, kita 

kan aturannya dari pusat jadi yang mengkoordinir laporan keuangan 

harus tepat waktu, harus memenuhi standar ini dan itu langsung dari 



pusat, sehingga cabangpun harus mensuport segala macam bentuk 

dari kegiatan itu. Dan Alhamdulillah untuk laporan keuangan di 

tahun 2016 setelah diaudit langsung memperoleh hasil WTP. 

Dari pernyataan informan di atas serta analisis perbandingan yang 

dilakukan oleh peneliti antara laporan keuangan yang ada pada PSAK 109 

serta laporan keuangan yang IZI terbitkan menguatkan dan memperjelas 

bahwa IZI dalam operasionalnya hingga proses pelaporannya telah 

menggunakan standar PSAK 109. Hal ini terlihat pada pada laporan keuangan 

IZI sudah memenuhi standar yang ditetapkan pada PSAK 109. Laporan 

keuangan yang dipublikasikan juga telah diaudit oleh auditor eksternal dan 

mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 

Berikut laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh Laznas IZI. 

  



Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia 





  



  





  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Dompet Dhuafa 

Dompet Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia 

yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan 

dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal 

dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya 

berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi 

dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. 

Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli 

kepada nasib dhuafa. Tentunya dari penjelasan tersebut apakah dari segi 

operasional maupun segi pelaporan sudah menggunakan PSAK yang berlaku 

tentunya PSAK 109, berikut penjelasannya. 

Mengenai kegiatan operasionalnya dari finance operating mengatakan: 

“dompet dhuafa sejauh ini dalam kegiatan operasionalnya mengarah 

pada PSAK 109 akan tetapi masih harus banyak dilakukan 

penyempurnaan agar bisa full menerapkan PSAK 109 dikarenakan 

ada beberapa laporan keuangan dari PSAK 109 yang belum kami 

pakai”. 

Berdasarkan informasi di atas dapat diketahui bahwa dompet dhuafa 

belum sepenuhnya menggunakan PSAK 109 dengan alasan tertentu. Selain 

itu mengenai laporan keuangannya, beberapa dari laporan keuangan dompet 

dhuafa tidak sepenuhnya menggunakan laporan kauangan yang oleh PSAK 

109 sajikan. Finance Oparating mengatakan  

“Untuk laporan keungan ini kita gak ada aset kelolaan karena kita 

masih sewa semua”.  

Walaupun dompet dhuafa tidak sepenuhnya menggunakan laporan 

keuangan yang disajikan oleh PSAK 109, akan tetapi dalam format 



laporannya seperti yang telah dikatakan sebelumnya oleh Finance Operator 

terdapat laporan perubahan dana yang didalamnya tercatat akun-akun yang 

berisi tentang pembagian dana amil serta terdapat akun dana non halal atau 

dapat juga disebut dana kebajikan yang dalam pencatatannya dilakukan 

secara terpisah sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa dalam segi format 

laporan keuangan dompet dhuafa memang tidak sepenuhnya patuh. Terlebih 

Dompet Dhufa juga tidak transparan dalam segi penyampaian laporan 

keuangannya dan bahkan peneliti beranggapan bahwa laporan keuangan 

dompet dhuafa belum diaudit dan peneliti juga berpedoma pada UU No. 23 

tahun 2011 pasal 19 bahwa pendistribuasian, pengelolaan dan zakat harus 

diaudit. Mungkin karena kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pihak 

internal mengenai implementasi PSAK 109, sosialisasi yang mendasari 

penerpan PSAK 109 serrta kurangnya dorongan yang menyebabkan dompet 

dhuafa sampai saat ini belum menerapkan PSAK 109. 

Mengenai publikasi laporan keuangan dompet dhuafa belum bisa 

memberikan penjelasan lebih dikarenakan pada saat akan melakukan 

publikasi terdapat beberapa kesalah pencatatan akun yang dilakukan oleh 

pusat yang mengakibatkan ketidak sesuaian hasil sehingga sampai tahap ini 

masih dilakukan proses pembetulan. Jadi, peneliti belum bisa menampilkan 

laoran keuangan dari Dompet Dhuafa Yogya. 

  



 

3. DPU Daarut Tauhid 

DPU Daarut Tauhid lembaga nirlaba dan merupakan lembaga amil 

zakat nasional yang bergerak di bidang penghimpunan dan pendayagunaan 

dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan berdiri sejak tahun 1999 dan 

memiliki cabang di Jogja yang berdiri sejak tahun 2007. Berdirinya DPU 

Daarut Tauhid ini dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang ada di 

Indonesia di mana Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dan 

tentunya memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya fakta tersebut 

berbanding terbalik dengan keadaan yang ada di mana kesadaran masyarakat 

Indonesia masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan 

ketentuannya. Hadirnya DPU Daarut Tauhid berusaha untuk mengatasi hal-

hal tersebut. Dalam menjalankan operasionalnya DPU Daarut Tauhid 

memiliki 4 pilar program dimana masing-masing pilar tersebut memiliki andil 

dalam mensejahterakan pihak yang membutuhkan atau dapat dikatakan 

sebagai mustahik. Ke empat pilar tesebut diantaranya ada pilar pindidikan, 

ekonomi, kesehatan dan sosial kemanusiaan.  

Terkait kepatuhan dalam aplikasi PSAK 109 DPU Daarut Tauhid 

merupakan salah satu lembaga yang patuh dalam pengaplikasiannya. 

Informan dari DPU DT mengatakan:  

“Alhamdulilah kami yang bertempat di Jogja ini di awali dulu ada 

pelatihan di Jakarta terkait PSAK. Bagian keuangan langsung kami 

terjunkan untuk jadi peserta dan Alhamdulillah sampai saat ini ya 

menggunakan PSAK ini karena standarnya ya baru ini PSAK 109”.  



Berdasarkan pernyataan informan tersebut apakah peneliti sudah dapat 

memastikan apakah DPU Daarut Tauhid telah benar-benar menerapkan 

PSAK 109 atau hanya menerapkan sebagaian saja terkait laporan 

keuangannya tentu saja peneliti harus memiliki informasi lebih khususnya 

terkait laporan keuangan yang diterbitkan oleh DPU Daarut Tauhid. 

Mengenai format laporan keuangan yang diterbitkan oleh DPU Daarut 

Tauhid cabang Jogja, mereka hanya menggunakan format yang yang telah 

diberikan oleh Kementrian Agama atau dalam arti hanya mengikuti aturan 

saja. Kepala cabang DPU Daarut Tauhid Jogja mengatakan:  

“Jadi, kalau kami kan nanti laporannya setiap bulan ke Bandung 

pusat, untuk setiap tahun ke Kementrian Agama laporannya sih kami 

hanya mengikuti contoh yang diberikan kemenag kalau terkait itu 

kami hanya mengikuti aturan saja apa yang disyaratkan dari 

pemerintah. Jadi sekarang ini kan ada peraturan untuk lembaga 

harus tetap berkoordinasi untuk menyampaikan laporan ke 

Kementrian Agama jadi nanti Kementrian Agama memberikan draft 

laporan yang harus disampaikan. Kalau mengenai Neraca, dan 

laporan secara umum kami rutin menyampaikan di majalah swadaya 

ini hanya laporan secara umum saja”. 

Selain itu mengenai pecatatannya DPU Daarut Tauhid lebih relaistis 

karena dalam segi pencatatannya menggunakan asumsi dasar berbasis akrual 

dan berbasis kas. Seperti yang diakatakan kepala Cabang DPU Daarut Tauhid 

Jogja  

“kami sebenarnya penggabungan dua itu mas, karena kalau 

keuangan itu setiap hari harus laporan misal penerimaan maupun 

pengeluaran hari ini berapa terus dicatat setalah itu ketika ada uang 

sisa seperti uang fisik itu pasti ada catatannya dan bagiannya 

terpisah baik pengeluaran maupun pemasukan. Selanjutnya misal 

saya bagian program mau mengadakan kegiatan pelayanan 

kesehatan acaranya tanngal 10 misal, saya tanggal 8 sudah 

mengajukan saya membutuhkan dana 1 juta nanti tanggal 10 pada 

saat pelaksanaan yang bisa dikeluarkan apa saja hingga acara 



selesai terus ada laporannya dari uang tersebut sudah saya gunakan 

berapa beserta bukti transaksinya.” Sehingga secara Transparansi 

dan Akuntabilitas dapat dikatakan lebih realistis dikarenakan dalam 

segi pencatatannya dilakukan sesuai kondisi. 

Berdasarkan dari data yang peneliti dapat terkait laporan keuangan yang 

diberikan oleh Kementrian Agama tentunya sesuai dalam buku “Pedoman 

Pengewasan Lembaga Pengelola Zakat” yaitu laporan keuangan dapat 

dikatakan laporan yang berkualitas harus memiliki beberapa syarat 

diantaranya dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

diuji kebenarannya. Format laporan keuangan yang disajikan oleh DPU 

Daarut Tauhid merupakan laporan yang telah diaudit dan menurut peneliti 

sudah sesuai dalam PSAK 109, dikarenakan adanya Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan 

Aset Kelolaan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, serta dalam perlakuan 

akuntansi mengenai dana non halal dibagian laporan perubahan dana dicatat 

secara terpisah dan digunakan untuk fasililitas umum. Berikut laporan 

keuangan DPU Daarut Tauhid yang didapat oleh peneliti langusng dari 

kepala bagian keuangan pusat. 



DPU Daarut Tauhid 

 

 

 



 

 

 

  



  



  



  



  





  



4. Lazismu 

Lazismu merupakan lembaga amil zakat yang berdiri dibawah salah 

satu lembaga atau yayasan tebesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan 

juga salahsatu lembaga amil zakat yang memiliki cabang terbanyak dan 

tersebar di seluruh Indonesia. Lazismu berpusat di Jakarta dan membawahi 

beberapa daerah-daerah besar salah satunya terletak di Yogyakarta. 

Berdirinya lazismu tidak jauh berbeda dengan beberapa lembaga zakat yang 

ada di Yogyakarta yaitu dilatar belakangi oleh masalah kemiskinan yang ada 

di Indonesia. Dengan budaya kerja yang amanah, professional, dan 

transparan, Lazismu berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat 

terpercaya. Dan seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat. Dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya lazismu memiliki beberapa pilar-pilar 

program yang terdiri dari pilar pendidikan dan kesehatan, pilar ekonomi, pilar 

kemanusiaan, dakwah, dan sosial. Tentunya masing-masing dari ke tiga pilar 

tersebut memiliki manfaat kepada target yang dituju dan tentunya tepat 

sasaran. 

Dari segi pelaporannya lazismu sudah transparan dan rutin melakukan 

publikasi yang diterbitkan di majalah “Matahati” serta memaparkan program-

program yang telah menjadi agenda rutin dalam pendayagunaan yang mampu 

menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang 

berkembang. Namun jika berbicara mengenai kepatuhan tentang 

implementasi terhadap PSAK 109, lazismu belum mengimplementasikan 

PSAK tersebut. Informan dari lazismu mengatakan: 



“Kita menuju ke sana, maksudnya kita belum sepenuhnya 

menggunakan PSAK 109, sekerang begini, saya sebagai badan 

pengawas saya sudah memaksa mereka harus ikut ini, kita lagi bikin 

sistem tapi belum jadi dimana sistem itu mengarah pada PSAK 109. 

Jadi begini saya katakan, kita masih fokus terlebih dahulu kepada 

pusat karena kita banyak, jadi lazismu mempunnyai 167 cabang di 

seluruh Indonesia. Kita sadar, saya sebagai pengawas berusaha 

mendesak terus akan tetapi belum selesai kerjaannya, karena itu 

memang tidak mudah karena membangun sistem, sosialisasi, 

mengjari sampai laporan itu jadi. Anda bayangkan ini Negara 

Indonesia dari aceh sampai papua dan tingkat pemahaman mereka 

beda-beda, tapi kita tetap berkhunudzon karena mereka juga sudah 

bekerja keras namun pelaporan belum sesuai yang diharapkan. Untuk 

laporan kita pun belum audit, ya bagaimana mau mengaudit, kan 

memang belum siap. Karena kita memang lembaga kita lembaga 

zakat, ya semoga tahun ini bisa terealisasi”. 

Dari pernyataan informan di atas dapat diketahui bahwa lazismu belum 

sepenuhnya menerapkan PSAK 109 dikarenakan kurangnya edukasi tentang 

PSAK 109 yang dilakukan ke lembaga zakat khsusnya lazismu terhadap 

pihak internalnya. Berbicara mengenai ketepatan waktu jika dilihat dari 

pernyataan yang diberikan oleh badan pengawas lazismu yang mengatakan 

bahwa  

“salah satu tujuan penerapan PSAK 109 yaitu ketepatan waktu 

penyamapaian, maka saya bilang kita belum sepenuhnya untuk tepat 

waktu dalam update laporan”.  

Seperti yang telah dibahas di paragraf sebelumnya bahwa lazismu telah 

transpan menyampaikan sebagian laporan keuangannya namun memang 

belum sepenuhnya menerpakan PSAK 109. Jika dilihat dari pandangan 

masyarakat secara umum lazismu telah berusaha semaksimal mungkin untuk 

secara transparan dan akuntabilitas dalam segi laporannya. Namun, jika 

dilihat secara substansi dan isntitusi serta informasi yang diberikan oleh 

badan pengawas lazismu memang belum sepenuhnya memenuhi kriteria 



laporan yang baik dan belum diaudit. Karena, pada dasarnya laporan yang 

baik adalah laporan yang telah di audit dan memiliki hasil audit dan tentunya 

dilaporkan secara terbuka. Berikut laporan keuangan Lazismu yang dapat 

peneliti berikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



 

  



C. Evaluasi Hasil Terkait Penerapan PSAK 109 

Sub bab ini akan membahas tentang laporan keunangan LAZ terkait 

dengan format laporan keuangan, kelengkapan laporan keuangan, dan ketepatan 

waktu penyampaian di empat LAZ. Seperti yang telah dijelaskan di atas laporan 

keuangan merupakan penjelasan final atau hasil akhir dari proses operasional 

perusahaan di periode itu, maka kriteria laporan keuangan dapat dikatakan baik 

harus memenuhi lima elemen mudah dipahami, relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat diuji kebenarannya. 

LAZ merupakan lembaga lembaga nirlaba dimana pencatatannya atau 

perlakuan akuntansinya mengenai dana-dana yang digunakan juga harus sesuai 

dengan standar yang berlaku saati ini yaitu mengacu pada PSAK No.109. 

1. Format laporan keuangan 

Berdasarkan laporan keuangan yang dibuat LAZ, sebagian LAZ 

format laporan keuangannya mengacu pada PSAK 109. LAZ IZI dan DPU 

Daarut Tauhid dalam format laporan keuangannya yang dibuat masih terdapat 

akun-akun yang secara umum berbeda namun dalam segi pencatatannya telah 

sesuai dengan PSAK 109. Laporan posisi keuangan yang LAZ IZI sajikan 

telah sesuai dengan apa yang ada pada PSAK 109 yaitu terdapat akun aset 

lancar dan aset tidak lancar serta terdapat kolom kewajiban, jumlah 

kewajiban dan saldo dana. Dari contoh awal ini dapat terlihat bahwa LAZ IZI 

telah patuh dan sesuai terhadap PSAK 109, jika dilihat dalam laporan 

perubahan dana di kolom dana non halal atau dana kebajikan yang tercatat di 

PSAK 109 sedikit berbeda dengan apa yang dicatat oleh LAZ IZI yang 



menggunakan nama Fashum dan Fasos. Namun, hal ini bukan suatu masalah 

dikarenakan dalam segi pencatatannya sudah terpisah dari dana-dana seperti 

dana zakat, infak, sedakah, dan wakaf. Terkait laporan perubahan aset 

kelolaan IZI hanya menyajikan akun aset tidak lancar yang mana PSAK 109 

dalam pencatatannya terdapat aset lancar dan tidak lancar. Dalam hal tersebut 

peneliti hanya dapat menyimpulkan bahwa dana yang diterima oleh IZI rata-

rata dana berupa aset tidak lancar yang memiliki masa manfaat yang cukup 

lama. Sedangkan laporan arus kas yang disajikan sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan arus kas pada umumnya karena hal ini menyangkut aktivitas 

kas selama operasi pada tahun tersebut.  

Berbeda dengan DPU Daarut Tauhid dalam laporan posisi keuangan 

hanya mencatat akun liabilitas saja, akun aset lancar dan aset tidak lancar 

tidak terlihat di kolom laporan posisi keuangan yang DPU Daarut Tauhid 

sajikan. Akan tetapi, terkait laporan perubahan dana yang disajikan sudah 

lengkap dengan apa yang disajikan oleh PSAK 109 mengenai dana zakat, 

infak, sedekah, wakaf. Dalam segi pencatatan akun dana non halal atau dana 

kebajikan berbeda dengan apa yang disajikan PSAK 109, DPU Daarut Tauhid 

dalam pencatatan tersebut menggunakan nama akun dana yang dilarang 

syariah. Hal ini juga tidak menjadi masalah karena dalam segi pencatatannya 

telah sesuai dengan peraturan yang ada pada PSAK 109 yaitu tercatat secara 

terpisah oleh dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Terkait laoran perubahan 

aset kelolaan tidak jauh berbeda dengan IZI, DPU Daarut Tauhid juga hanya 

menyajikan akun berupa aset tidak lancar. Namun perbedaanya di DPU 



Daarut Tauhid terdapat dana amil, dana zakat, dan dana infak/sedekah di 

mana akun yang disajikan lebih lengkap dibanding dengan laporan perubahan 

aset kelolaan yang IZI sajikan. Sedangkan laporan arus kas yang disajikan 

oleh DPU Daarut Tauhid juga sudah sesuai pada laporan arus kas pada 

umumnya dimana terdapat akun arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas 

investi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.  

Sedangkan Dompet Dhuafa dari segi format laporan keuangannya 

terkait akun-akun yang ada di dalamnya tidak dapat diulas oleh peneliti 

dikarenakan peneliti tidak memperoleh laporan keungan dari Dompet Dhuafa 

serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas terkait penyampaian laporan 

keungan yang tentunya tidak juga disajikan secara terbuka oleh Dompet 

Dhuafa sehingga peneliti hanya dapat memberikan kesimpulan secara umum 

yaitu kurang patuhnya Dompet Dhuafa terhadap PSAK 109.  

Informan dari Dompet Dhuafa mengatakan belum sepenuhnya patuh 

terhadap PSAK 109 serta kurangnya tanggung jawab internal terhadap 

laporan keuangan yang nantinya akan berdampak pada ketidak pecayaan 

publik terkait dana-dana yang dihimpun oleh Dompet Dhuafa. Namun 

demikian dari hasil wawancara terkait akun dana non halal dari segi 

pecatatannya dilakukan secara terpisah dari dana-dana seperti dana zakat, 

infak dan sedekah yang mana telah sesuai dengan apa yang PSAK 109 

jelaskan di laporan keuangannya. 

Hal tersebut tidak berlaku kepada Lazismu yang secara terbuka telah 

mempublikasi laporan keuangannya walaupun hanya sebatas perwakilan dari 



laporan keuangan secara spesifik. Dari laporan yang dipublikasi yaitu laporan 

perubahan dana yang mana di PSAK 109 terdapat akun dana non halal. 

Namun, di laporan yang Lazismu sajikan saldo di akun dana non halal pada 

periode Februari – Maret kosong atau nol dan Juni - Juli Kosong atau nol, 

sehingga peneliti hanya berani berasumsi dan berkhusnudzon bahwa belum 

ada dana rikaz yang lazismu terima selama periode tersebut dikarenakan dari 

laporan perubahan dana yang peneliti dapatkan belum mecapai laporan final. 

Dari hasil pembahasan evaluasi ke empat LAZ diatas telah 

membuktikan bahwa IZI dan DPU Daarut Tauhid telah sesuai menggunakan 

PSAK 109. Namun, dari segi format laporan perlunya sedikit penyempurnaan 

terkait akun-akun yang sedikit berbeda dari yang PSAK 109 sajikan. 

Sedangkan Dompet Dhuafa dan Lazismu masih belum sesuai dengan standar  

PSAK 109. 

2. Kelengkapan laporan keuangan 

Laporan keuangan yang dibuat LAZ khususnya IZI dan DPU Daarut 

Tauhid sudah lengkap dan sesuai PSAK 109. Dilihat dari laporan keuangan di 

atas menjelaskan IZI dan DPU Daarut Tauhid menyajikan laporan posisi 

keuagan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan 

arus kas, dimana ke empat elemen tersebut sudah sangat metaati dan sangat 

sesuai dengan contoh laporan keuangan yang PSAK 109 sajikan. Dari data 

tersebut dapat kita ketahui bahwa laporan keuangan IZI dan DPU Daarut 

Tauhid jika dilihat secara umum sudah dapat dikatakan baik dikarenakan 

kurang lebih memenuhi ke lima elemen syarat yang ada pada pedoman 



pengawasan lemabaga pengelolaan zakat yang mana elemen tersebut terdiri 

dari beberapa aspek yaitu, mudah dipahami, relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat diuji kebenarannya. Mengapa peneliti dapat 

memberikan keseimpulan tersebut dikarenakan dari laporan yang disajikan ke 

duanya telah sesuai dengan peraturan UU No. 23 tahun 2011 pasal 19  yang 

menjelaskan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksaan, pengumpulan, 

pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit karena laporan 

yang telah diaudit itulah laporan yang dapat dikatakan lengkap.  

Berbeda dengan Dompet Dhuafa yang belum secara terbuka 

menyampaikan laporan keuangannya bahkan gambaran umum dari laporan 

keuangan pun sampai saat ini belum bisa disajikan oleh Dompet Dhuafa. Dari 

informasi yang peneliti dapatkan hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan 

dalam segi pencatatan akun dan saldo akun yang dilakukan oleh pihak 

internal yang mengakibatkan hasil akhir yang tidak wajar. Narasumber dari 

Dompet Dhuafa pun mengatakan perlunya pernyempurnaan laporan 

keuangan agar dapat sesuai dengan PSAK 109 yang saat ini berlaku sebagai 

standar akuntansi zakat. Sehingga sampai saat ini dompet dhuafa belum 

memposting laporan keuangannya.  

Demikian dengan Lazismu yang hanya menyajikan satu jenis laporan 

keuangan saja yaitu laporan perubahan dana dimana laporan tersebut 

menjelaskan aktivitas operasi pada periode tersebut. Walaupun 

ketidaklengkapan dalam menyajikan laporan keuangan setidaknya lazismu 

sudah transpran dalam segi pelaporannya.  



3. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 

PSAK 109 menjelaskan tentang tata cara dan peraturan dalam standar 

akuntansi keuangan zakat dan secara implisit menjelaskan mengenai 

ketepatan waktu laporan keuangan yang harus disampaikan. Dalam PSAK 

109 menjelaskan bahwa proses penyajian, palaporan, serta pengungkapan 

semua informasi mengenai transaksi-transaksi yang berhubungan dengan 

zakat, infak, sedekah harus sesuai dengan aturan-atuaran, atau hukum syariat 

islam. Hal tersebut tentunya bersangkutan dengan ketepatan waktu 

penyampaian laporan keuangan di mana LAZ harus menyajikan laporan 

secara transparan, jika LAZ telah menyajikan laporan keuangan secara 

transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku maka nilai ketepatan 

waktu dalam penyampaian laporan keuangan yang dimiliki LAZ tergolong 

baik serta dengan laporan yang telah diaudit secara independen memperjelas 

bahwa laporan yang disajikan dapat dikatakan tepat waktu. 

LAZ IZI dan DPU Daarut Tauhid pada penyajian laporan 

keuangannya berdasarkan informasi dari narasumber ke dua LAZ tersebut 

telah manyajikan laporan keuangan yang sudah diaudit. Hal tersebut 

dibuktikan berdasarkan kelengkapan laporan keuangan yang mereka sajikan 

dan tentunya sesuai dengan PSAK 109, sehingga laporan yang mereka 

sajikan dari segi ketepatan waktu sudah memenuhi standar pelaporan.  

Jika dibandingkan dengan hasil atau temuan yang peneliti peroleh di 

Dompet Dhuafa dan Lazismu, mereka juga telah berusaha semaksimal 

mungkin untuk membuat laporan sesuai dengan standar yang berlaku dan 



tentunya transparansi dan akuntabilitas juga harus diperhatikan. Namun, 

dikarenakan masih perlunya penyempurnaan akan laporan keuangan yang 

disajikan yang pada akhinya mengakibatkan kurangnya ketepatan waktu 

dalam segi penyampaian atau penyajian laporan keuangan. Harapannya 

Dompet Dhuafa dan Lazismu agar dapat menyempurnakan laporan keuangan 

yang disajikan baik itu dalam segi format laporan keuangan, kelengkapan, 

serta ketepatan waktu yang tentunya sesuai PSAK 109. 

4. Evaluasi hasil berdasarkan pendapat pakar syariah 

Hadirnya PSAK 109 pada era ini diharapkan dapat memberikan 

dampak baik bagi lembaga zakat baik dalam segi pencatatannya hingga 

pengoprasiannya. PSAK 109 menjelaskan secara jelas terkait pencatatan 

akuntansi dana zakat, infak/sedekah dan dana non halal serta perlakuan 

akuntansi terhadap dana amil. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah pihak 

pengguna laporan yang ingin menghimpun dana di LAZ tersebut, serta 

memberikan gambaran secara jelas terkait kinerja operasional keuangannya 

agar pengguna laporan dapat mempercayakan dananya untuk disalurkan ke 

mustahik atau delapan asnaf yang tentunya tepat sasaran dan sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah. 

Berdasarkan pendapat dari pakar syariah terkait kepatuhan PSAK 109 

terhadap LAZ saat ini masih kurang. Banyak LAZ yang belum memakai 

bahkan memahami esensi dari PSAK 109 itu sendiri. Terkait kelengkapan 

laporan keuangan, format laporan keuangan, dan waktu penyampaian laporan 

keuangan juga masih banyak yang kurang dikarenakan banyak yang masih 



belum paham terkait unsur unsur yang ada pada PSAK 109. Sehingga pakar 

memberikan beberapa solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai tolak 

ukur pengimplementasian pada PSAK 109. Pertama perlunya edukasi terkait 

PSAK itu sendiri, ke dua sosialisasi yang gencar yang nantinya dapat 

mengarah ke pada edukasi, ke tiga pemaksaan yang harus dilakukan kepada 

LAZ karena pakar berasumsi bahwa jika tidak adanya pemaksaan maka 

selamanya pihak internal LAZ tidak akan sadar akan pentingnya 

implementasi terhadap PSAK 109. 

 

TABEL 4.2 

Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat terhadap 

PSAK 109 

Hasil IZI DD DPUDT LAZISMU JML 

Format Laporan 

Keuangan 
v  v  2 

Kelengkapan 

Laporan 

Keuangan 

v  v  2 

Ketepatan Waktu 

Pelaporan 
v  v v 3 

Jumlah  3  3 1 7 

 


